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BUPATI KAPUAS HULU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu diatur dengan
Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47
Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

b. bahwa Peraturan Bupati Kapuas Hulu
Nomor 47 Tahun 2018 perlu dilakukan
penyesuaian-penyesuaian terkait besaran
nilai kapitalisasi minimum aset tetap dalam
kebijakan akuntansi, sehingga Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, perlu disusun ulang;
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Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan
b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas
Hulu;

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 1820 );

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985

tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 3569);
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3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3988);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik

b5

Indonesia Nomor 4400);



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan  Keuangan  Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistern Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelavanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara  Republik

Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 5272);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomorl106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6279);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada

Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18
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Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN
2018 TENTANG KEBIJAKAN  AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal 1

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun
2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas
Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 Nomor
47) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran Kebijakan Akuntansi Belanja pada
Perlakuan Akuntansi atas Belanja Barang dan Belanja Modal/
Aset Tetap Angka 15 huruf d), sehingga keseluruhan berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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2. Ketentuan dalam Lampiran Kebijakan Akuntansi pada
Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan (Kapitalisasi Aset
Tetap atau Bukan) Angka 22 huruf ¢}, sehingga keseluruhan
berbunyi sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan dalam Lampiran Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
pada Pengakuan Aset Tetap Angka 16 huruf d, sehingga
keseluruhan berbunyi sebagaimana dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan dalam Lampiran Kebijakan Akuntansi Aset tetap
pada Pengeluaran setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)
Angka 70 huruf ¢, sehingga keseluruhan berbunyi
sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
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